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ABSTRAK 

 

ANGGA NUGRAHA 1505170266 : Analisis Penerapan Metode Gross Up pada Perhitungan 

PPh Pasal 21 Dalam Upaya Perencanaan Pajak Pada PT. BPR Mitradana Madani Medan. 

Skripsi, Medan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beban pajak sebelum dan setelah melakukan 

perencanaan pajak dengan melakukan penerapan Metode Gross Up pada perhitungan PPh pasal 21. 

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa besarnya beban pajak perusahaan sebelum penerapan Metode Gross Up adalah 

sebesar Rp.10.630.050,- sedangkan beban pajak perusahaan setelah penerapan Metode Gross Up  

adalah sebesar Rp.10.398.743,- Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan Metode 

Gross Up dapat memberikan efek penghematan beban pajak perusahaan, sehingga perusahaan 

beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih efisien.  

 

Kata kunci : Perencanaan Pajak, Metode Gross Up, Pajak Penghasilan 21 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut (Januri and Hanum 2018) Pajak secara umum dapat diartikan 

sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yangbersifat wajib (dapat 

dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal 

balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. 

Dalam hal balas jasa, pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang 

kebutuhan pokok, tempat peribadatan dan pembangunan lainnya disegala bidang. 

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk 

membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi 

individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, 

kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat 

untuk mencapai tujuan Negara. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh 

pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan Negara. Penerimaan 

Negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat (sebagai 

subjek pajak) dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena 

pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat 

dalam bentuk tidak langsung.  

Tujuan dari banyak perusahaan sudah sangat jelas yaitu mengoptimalkan 

laba perusahaan, memaksimalkan laba atau keuntungan dan meminimalisasi 

beban pajak tersebut dapta dilakukan dengan cara yang masih dalam jalur 
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peraturan pajak dengan cara yang legal. Meminimalisasi beban pajak dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, mulai yang masih berada dalam bingkai 

peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. 

Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan 

transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal 

tetapi masih dalam peraturan perpajakan (Suandy, 2011:1). 

Perencanaan pajak merupakan salah satu cara yang dapat dimanfaatkan 

oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau 

penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang 

dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau 

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Umumnya perencanaan pajak (tax 

planning) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib pajak 

supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam 

bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat 

berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara 

lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber 

daya secara optimal. 

Direktorat Jenderal Pajak menggolongkan pajak menjadi 2 yakni pajak 

pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pengelolaannya di 

bawah tanggung jawab Pemerintah Pusat lewat Dirjen Pajak sedangkan pajak 

daerah ditanggung oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota hingga provinsi. 

Analisis yang akan penulis teliti ialah salah satu dari jenis pajak pusat yakni PPh 

pasal 21.  Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 

tentang Pajak Penghasilan 21, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, 



   

upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran dalam bentuk terkait pekerjaan atau 

jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh subyek pajak dalam negeri. Secara 

garis besar, terdapat tiga cara menghitung gaji karyawan sesuai PPh 21 yakni: 

metode nett, metode gross, dan metode gross up.  

Metode nett merupakan metode penggajian karyawan melalui perhitungan 

pajak dimana perusahaan akan menjanjikan suatu nominal yang akan diterima 

oleh karyawan seriap bulan sebagai penghasilan bersih, maka perusahaan wajib 

memberikan subsidi pajak sebesar pajak penghasilan karyawan. Misalnya : Ari 

bekerja di PT X dengan total penghasilan bersih Rp. 3.800.000/bulan. Penghasilan 

Ari satu tahun < Rp.54.000.000. Maka, pajak penghasilan hanya sebesar 5%, 
yaitu

 

Rp.3.800.000 x 12 x 5% = Rp. 2.280.000/tahun. Jadi setiap bulan pajak 

penghasilan yang harus dibayarkan Ari sebesar Rp. 2.280.000/12 = Rp. 190.000. 

 Dalam perhitungan metode gross, perusahaan wajib memberikan potongan 

pajak sebesar pajak penghasilan karyawan. Dengan demikian, melalui perhitungan 

gross karyawan akan menerima gaji yang sudah dipotong pajak. Berdasarkan 

contoh kasus yang sama, maka perusahaan otomatis memotong pembayaran pajak 

sebesar Rp. 190.000/bulan. 

 Dalam perhitungan Metode Gross Up adalah metode pemotongan pajak, 

dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar 

dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Tujuan dari metode Gross Up 

adalah menyamakan jumlah pajak yang harus dibayar dengan tunjangan pajak 

yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya. Berdasarkan contoh kasus 

diatas maka total gaji yang diterima oleh Ari Rp. 3.800.000 + Rp. 190.000 = Rp. 
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3.990.000/bulan. Dimana karyawan sendiri yang akan membayar pajak 

penghasilan dan diposisi PT.X pajak penghasilan akan menjadi beban perusahaan.  

Berdasarkan penerapan metode tersebut, metode gross up  sangat tepat 

digunakan untuk perusahaan yang ingin meminimalisir laba tanpa menyalahi 

peraturan perundang-undangan. Hal ini diangkat dari fenomena yang berkembang 

sejak tahun 1999 Indonesia mulai mengalami krisis global disegala lapisan 

masyarakat. Perusahaan pun mendapatkan dampak dari adanya krisis global 

tersebut, sehingga banyak perusahaan mengadakan peningkatan disegala bidang 

yang ada dengan tujuan agar perusahaan tetap dapat beroperasi dan memperoleh 

laba yang maksimal melalui peningkatan penjualan disertai efisiensi biaya. Laba 

perusahaan tidak seluruhnya dibagikan kepada pemegang saham atau pemilik 

perusahaan tetapi sebagian dijadikan laba yang ditahan dan sebagian disetor 

kepada negara dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh). Jika pajak penghasilan 

karyawan  dimasukkan ke laba perusahaan, maka laba perusahaan bertambah 

besar. Perusahaan dapat membebankan Pajak Penghasilan karyawan sebagai 

deductible expenses, apabila menggunakan metode Gross Up  di dalam 

perhitungan pajak penghasilan pasal 21.  

 Objek penelitian yang akan penulis teliti adalah PT. BPR Mitradana 

Madani Medan, dimana PT. BPR Mitradana Madani Medan belum pernah 

menerapkan metode Gross Up dalam perhitungan PPh 21, dan juga memudahkan 

penulis dalam memperoleh segala data dan informasi yang dibutuhkan untuk 

melakukan penelitian tersebut. 

 



   

Berikut ini adalah data laporan keuangan mengenai beban pajak untuk 

tahun 2014 – 2018 : 

Tabel 1.1 

Laporan Laba Rugi 

PT. BPR Mitradana Madani Medan 

Tahun Pendapatan 

Bunga 

Bersih 

Pendapatan 

Operasional 

Pendapatan/

Beban non 

Operasional 

Beban 

Operasional 

Laba (rugi) 

Bersih 

Sebelum 

Pajak 

Beban 

Pajak 

2014 537.989 451.617 (20.110) (1.478.266) (508.770) 0 

2015 885.972 421.923 (73.878) (1.070.545) 163.472 1.634 

2016 1.313.485 140.946 (33.975) (1.174.267) 246.189 2.301 

2017 2.174.460 193.812 (30.356) (1.510.072) 827.844 0 

2018 2.677.831 273.092 64.276 (1.952.194) 1.063.005 31.750 

sumber :https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx 

 Berdasarkan hasil analisis perhitungan yang peneliti lakukan menunjukkan 

bahwa beban pajak perusahaan dari tahun 2014 – 2018, pada tahun 2014 beban 

pajak perusahaan sebesar Rp.0,- karena perusahaan tersebut mengalami kerugian 

dan tidak dikenakan beban pajak, dan pada tahun 2015-2016 perusahaan 

memperoleh laba sehingga perusahaan dikenakan beben pajak, lalu pada tahun 

2017 perusahaan tidak dikenakan beban pajak dikarenakan laba pada tahun 2017 

masih harus menutupi kerugian pada tahun-tahun sebelumnya istilah ini disebut 

dengan kompensasi, kemudian pada tahun 2018 terjadi peningkatan beban pajak 

yang signifikan, walaupun setiap tahunnya laba sebelum pajak perusahaan terus 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx
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meningkat, adakalanya perusahaan harus meminimalkan beban pajaknya agar 

tidak terjadi pemborosan. 

Berdasarkan penjelasan dari Latar belakang diatas peneliti menilai bahwa 

dengan dilakukannya perencanaaan pajak PPh 21 atas karyawan dengan Metode 

Gross Up di PT. BPR Mitradana Madani Medan akan dapat mengurangi beban 

pajak pada perusahaan tersebut. Dari latar belakang tersebut penulis mengambil 

judul “Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 

21 Sebagai Upaya Perencanaan Pajak pada PT. Mitradana Madani Medan”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka 

dapat diidentifikasikan permasalahan yaitu: 

1. Perhitungan metode PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan sebelum 

menerapkan metode Gross Up pada PT. BPR Mitradana Madani Medan. 

2. Perhitungan metode PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan setelah 

menerapakan metode Gross Up pada PT. BPR Mitradana Madani Medan. 

3. Perbandingan perhitungan antara metode PPh pasal 21 yang ditanggung 

perusahaan sebelum dan sesudah menerapkan metode Gross Up dan 

kenaikan (penurunan) beban pajak padaPT. BPR Mitradana Madani 

Medan. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan  Metode 

Gross Up pada PT. BPR Mitradana Madani? 



   

2. Bagaimana perbandingan perhitungan antara metodenet pada perhitungan 

PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaandengan metode Gross Up pada 

PT. BPR Mitradana Madani Medan? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1.  Untuk mengetahui perhitungan PPh pasal 21 setelah menggunakan 

metode Gross Uppada PT. BPR Mitradana Madani Medan. 

2. Untuk mengetahui perbedaan beban pajak sebelum dan sesudah 

melakukan perencanaan pajak menggunakan metode gross uppada 

PT. BPR Mitradana Madani Medan. 

 

b. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan penulis mengenai pajak penghasilan pasal  

21 dan perencanaan pajak metode gross up. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai informasi yang bermanfaat dan sebagai masukkan untuk 

kepentingan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan  dapat menambah informasi dan bahan referensi bagi 

peneliti lainnya yang melakukan penelitian dengan topik yang serupa 

dimasa datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Uraian Teoritis 

1. Pajak 

a. Pengertian Pajak 

Dalam (Azizah 2012) Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, 

pasal 1 ayat 1,pengetian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terhutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa 

berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imblan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Penghasilan yang telah diperoleh oleh setiap wajib pajak yang memiliki NPWP 

( Nomor Pokok Wajib Pajak ) wajib dikenakan pajak yaitu pajak penghasilan. 

Dalam membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan 

batasan tentang pajak, dimana pengertian pajak dikemukakan oleh : 

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H 

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang dapat langsung ditunjukan, digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. 

2. Prof. Dr. P. J. A Andriani 

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang 

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 

mendapatkan prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berguna 

untuk membiayai berbagai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara 

untuk menyelenggarakan pemerintahan. 



   

3. Prof. Dr. MJH. Smeets 

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-

norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yanng dapat 

ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah. 

b. Fungsi Pajak 

1. Fungsi Anggaran (budgetair) 

Pajak mempunyai fungsi anggaran artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin 

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah 

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. 

Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi 

pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak 

seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), dan lain-lain. 

2. Fungsi Mengatur (Regularend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur artinya pajak sebagai alat 

untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang 

social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang 

keuangan. 

3. Fungsi Demokrasi 
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Pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau 

wujud sistem gotong royong, termasuk kegiata pemerintah dan 

pembangunan demi keselamatan manusia. 

4. Fungsi Pemerataan atau Penyaluran Kembali (Redistribusi) 

Fungsi yang lebih menekan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam 

masyarakat. 

c. Jenis Pajak 

Menurut Siti Resmi (2013) terdapat berbagai jenis pajak, yang dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu : 

a. Menurut Golongan 

Jenis pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

1) Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh 

wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain 

atau pihak lain. 

2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung 

terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang 

menyebabkan terganggunya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan 

jasa. 

b. Menurut Sifat 

Menurut sifat pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

1) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatukan keadaan 

pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan 

subjeknya. 



   

2) Pajak Objektif adalah pajak yang penggunaannya memperhatikan objeknya 

baik berupa benda, keadaan , perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan 

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan 

pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya 

Menurut lembaga pemungutannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu : 

1) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada 

umumnya. 

2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik 

daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pemerintah tingkat II (pajak 

kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tnagga daerah 

masing-masing. 

d. Unsur Pajak 

Berdasarkan pengertian pajak, setiap terdiri atas beberapa unsur. Berikut ini 

unsur-unsur pajak : 

a. Subjek Pajak 

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan 

kewajiban perpajakn termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak 

tertentu, misalnya pegawai, pengusaha, dan perusahaan. 

 Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak 

setempat, kemudian wajib pajak akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) 
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 Wajib pajak harus melaporkan kekayaandan jumlah pajak yang menjadi 

tanggungannya kepada kantor pelayanan pajak setempat setiap tahun. 

b.  Objek Pajak 

Objek pajak adalah sesuatuyang dikenakan pajak, misalnya penghasilan 

seseorang yang melebihi jumlah tertentu, tanah, bangunan, laba perusahaan, 

kekayaan, mobil. 

c. Tarif Pajak 

Tarif pajak adalh ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh 

wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Semua jenis 

pajak mempunyai tarif yang berbeda-beda. 

Perbedaan tarif pajak disebabkan oleh karena sistem pajak Indonesia yang 

mengggunakan sistem tarif pajak progresif sehingga pemerintah menyusun 

kebijakan-kebijakan yang membedakan tarif pajak sesuai dengan keadaan 

ekonomi negara dan program pembangunan. Berikut ini beberapa bentuk 

tarif pajak : 

1. Tarif Pajak Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan presentase 

yang semakin meningkat mengikuti pertambahan jumlah pendapatan 

yang dikenakan pajak. 

2. Tarif pajak Degresif adalah tarif prmungutan pajak dengan persentase 

yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah pendapatan yang 

dikenakan pajak. 

3. Tarif Pajak Proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan 

persentase tetap. Berapa pun jumlah pendapatan yang digunakan sebagai 

dasar pengenaan pajak. 



   

4. Tarif Pajak Tetap adalah tarif pemungutan pajak dengan besar yang sama 

untuk semua jumlah. Dengan demikian, besarnya pajak yang terhutang 

tidak tergantung pada jumlah yang dikenakan pajak. Contoh tarif pajak 

tetap adalah bea materai. 

2.  Pajak Penghasilan Pasal 21 

a. Pengertian Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap subjek pajak atas 

penghasilan yang diterima dengan nama dan bentuk apapun dalam satu tahun 

pajak berdasarkan Undang – undang perpajakan yang berlaku. 

Menurut Syafrida dan Harsha (2013:60) Pajak Penghasilan merupakan salah 

satu pajak langsung yang dapat dipungut pemerintah pusat atau pajak negara. 

sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan Wajib 

Pajak yang bersangkutan dalam arti beban oajak tersebut tidak boleh 

dilimpahkan pada pihak lain. Sebagai pajak langsung, pajak 

penghasilandipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang 

diperoleh atau diterima Wajib Pajak selama satu tahun pajak. 

Berdasarkan teori yang ada menurut Hanum dan Rukimin (2012:89) bahwa 

pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemagang dan 

calon pegawai sertadistributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis, 

dikenakan tarif pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan Penghasilan 

Kena Pajak. 

Berikut definisi pajak penghasilan menurut beberapa para ahli : 

1) Mardiasmo (2011), pajak penghasilan adalah pajak yang diterima atau 

diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak. 
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2) Gunadi (2005), pajak penghasilan adalah pajak yang akan berhubungan 

langsung dengan penghasilan dan biaya untuk mendpatkan, menagih dan 

memelihara penghasilan kena pajak dan pengurang penghasilan lainnya. 

Dasar pengenaan PPh pasal 21 adalah Undang-undang pajak penghasilan 

No. 17 tahun 2000 sebagaimana telah diubah denganUndang – undang pajak 

penghasilan No. 36 tahun 2008. 

 

b. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 

Dalam (Vincentius 2015) Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan 

Ditjen Pajak 2015 Nomor PER/32PJ/2015 adalah pajakatas penghasilan berupa 

gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan 

dalambentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan 

kegiatan yang di lakukan oleh orang pribadisebagai sumber pajak dalam 

negeri. 

Pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) adalah atas penghasilan sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun 

dalam tahun pajak berdasarkan Undang – undang Perpajakan yang berlaku. 

Berikut definisi pajak penghasilan menurut beberapa para ahli : 

1) Menurut Siti Resmi (2013) Pajak Penghasilan adalah Pajak yang 

dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya dalam suatu tahun pajak. 

2) Menurut Suandy (2011)Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan 

terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang 

dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak. 



   

c. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 

Yang termasuk pemotong pajak PPh pasal 21 adalah : 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun 

secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium 

(termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan 

pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang 

ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan 

jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan 

iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang 

dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa 

pun. 

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau 

mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, 

gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, 

premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap. 

3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang 

diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta 

uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, 

pelatihan, atau pemagangan yang merupakan calon pegawai. 

4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, 

uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan 

hubungan kerja. 

5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan 



xxv 
 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri atas: 

a. Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, 

Penilai, dan Aktuaris); 

b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 

sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, 

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan 

seniman lainnya; 

c. Olahragawan; 

d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 

e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem 

aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial; 

g.  Agen iklan; 

h. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu 

kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat; 

i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan; 

j. Peserta perlombaan; 

k. Petugas penjaja barang dagangan; 

l. Petugas dinas luar asuransi; 

m. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan 

sebagai calon pegawai; 



   

6. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan 

sejenis lainnya. 

7. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji 

dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima 

oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan 

tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang 

diterima oleh pensiunan termasuk janda/duda atau anak-anaknya. 

d. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21   

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan; 

2. Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah; 

3. Dana Pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(Jamsostek) dan badan-badan lainnya; 

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta 

badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga 

ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri, peserta 

pendidikan, penelitian, dan magang; 

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang 

bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta 

lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan 

e. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Jenis penghasilan yang tidak dikenakan Pph Pasal 21 diatur dalam Peraturan 

Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, yaitu: 
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1. Pembayaran manfaat asuransi atau santunan asuransi dari perusahaan 

asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, 

asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. 

2. Penerimaan dalam betuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun 

yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh 

bukan Wajib Pajak. 

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran tunjangan hari tua atau 

iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga 

kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. 

4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau 

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. 

5. Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib 

Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan 

formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri. 

f. Tarif Pajak Penghasilan 21 

Tabel II-1 

Tarif PPh 21 sesuai dengan pasal 17 ayat 1 UU NO.36 tahun 2008 

 

Penghasilan Setahun Tarif Pajak 

s/d Rp. 50.000.000,- 
5 % 

Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,- 
15 % 

Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- 
25 % 

Diatas Rp. 500.000.000,- 30 % 



   

g. Pengurangan yang Diperbolehkan 

1. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum 

yang diperkenankan sejumlah Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 

sebulanPerMenkeu No. 250/PMK.03/2008. 

2. Iuran Jaminan Hari Tua, yaitu iuran yang terkait dengan gaji yang 

dibayarkan oleh pegawai kepada badan penyelenggara Tabungan Hari Tua 

atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 

h. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

PTKP yaitu besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi 

Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan netto WP 

Orang Pribadi yang akan menjalankan usaha atau pekerjaan bebas lainnya 

maka jumlahnya akan dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan 

pasal 21. PTKP juga memiliki tiga golongan WP orang pribadi dalam tarif 

PTKP tahun 2019, yaitu antara lain : 

a. Tarif PTKP pria/wanita tidak kawin (TK) 

1) TK/0 adalah tarif PTKP untuk Pria/Wanita lajang tanpa adanya tanggungan 

atau tanggungan sebesarRp 54.000.000./tahun. 

2) TK/1 adalah Tarif PTKP untuk Pria/Wanita lajang dengan adanya 1 

tanggungan(berupa ibu, bapak, atau anak) tanggungan sebesar Rp 

58.500.000./tahun. 
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3) TK/2 adalah Tarif PTKP untuk Pria/Wanita lajang dengan adanya 2 

tanggungan(berupa ibu, bapak, atau anak) tanggungan sebesar Rp 

63.000.000./tahun. 

b. Tarif PTKP pria kawin (K) 

1) K/0 adalah Tarif PTKP untuk Pria sudah kawin tanpa adanya tanggungan 

hanya Pria tersebut dan istrinya sebesar Rp 58.500.000./tahun. 

2) K/1 adalah Tarif PTKP untuk Pria sudah kawin mempunyai 1 

tanggungan(berupa ibu, bapak, atau anak) sebesar Rp 63.000.000./tahun. 

3) K/2 adalah Tarif PTKP untuk Pria sudah kawin mempunyai 2 

tanggungan(berupa ibu, bapak, atau anak) sebesar Rp 67.500.000./tahun. 

c. Tarif PTKP penghasilan suami dan istri (KI) 

1) KI/0 adalah Tarif PTKP untuk Penghasilan Suami dan Istri digabung tanpa 

tanggungan hanya Suami dan istrinya sebesar Rp 112.500.000./tahun. 

2) KI/1 adalah Tarif PTKP untuk Penghasilan Suami dan Istri digabung 

dengan 1 tanggungan(berupa ibu, bapak, atau anak) sebesar Rp 

117.000.000./tahun. 

3) KI/2 adalah Tarif PTKP untuk Penghasilan Suami dan Istri digabung 

dengan 2 tanggungan(berupa ibu, bapak, atau anak) sebesar Rp 

121.500.000./tahun. 

 

3.  Manajemen Pajak 

a. Pengertian Manajemen Pajak 

Menurut Suandy (2011) upaya dalam melakukan perencanaan pajak secara 

legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa 



   

legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas 

baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. 

Menurut (Permatasari 2004) dalam (Sahilatua and Noviari 2013) 

Manajemen pajak dapat diartikan sebagai pengelolaan perusahaan agar 

kewajiban pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan dengan baik 

dan benar, dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk 

mendapatkan laba yang diharapkan tanpa unsur pelanggaran yang di kemudian 

hari dapat mengakibatkan adanya sanksi atau denda. 

 

b. Manfaat Manajemen Pajak 

Manfaat manajemen pajak adalah untuk melakukan kewajiban perpajakan 

dan usaha efisiensi untuk mencapai laba, mengefisiensikan pembayaran pajak 

terhutang, melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu dan membuat 

data-data terbaru untuk mengupdate peraturan-peraturan perpajakan. 

c. Tujuan Manajemen pajak 

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui tiga fungsi, yaitu : 

1) Perencanaan pajak 

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap 

ini dilakukann pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar 

dapat diseleksi tindakandalam penghematan pajak yang dilakukan. 

Perencanaan pajak lebih menekankan untuk meminimumkan kewajiban 

pajaknya. Jika tujuan tax planning adalah merekayasa agar beban pajak 

serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi tidak 
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sesuai dengan tujuan pembuat undang-undang maa perencanaan pajak disini 

sama dengan tax evasion. 

2) Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan  

Pada tahap perencanaan pajak apabila sudah diketahui faktor-faktor yang akan 

dimanfaatkan untuk  mellakukan penghematan  pajak, maka langkah 

selanjutnya yaitu mengimplementasikannya baik secara formal maupun 

material. Namun harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan 

telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk dapat mencapai 

tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, 

yaitu : 

a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan 

b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. 

3) Pengendalian Pajak 

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana dan telah memenuhi persyaratan formal 

maupun material. Dalam pengendalian pajak yang terpentinng adalah 

pengecekan pembayaran pajak. 

d. Strategi Perencanaan Pajak 

Menurut Bina Jasa Konsultan Pajak , terdapat beberapa strategi umum 

perencanaan pajak, yaitu : 

1) Tax Saving 

Tax Saving merupakan usaha untuk mengefisiensikan beban pajak melalui 

alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. 

2) Tax Avoidance 



   

Tax Avoidance merupakan usaha efisiensi beban pajak dengan menghidari 

pengenaan pajak melaluitransaksi yang bukan merupakan objek pajak. 

3) Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan 

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat mengindari 

timbulnya sanksi perpajakan. 

4) Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak 

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang 

berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini 

dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas 

waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. 

5) Mengoptimalkan Penyusunan Perencanaan Pajak 

Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak 

yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh 

pasal 22 atas impor, PPh pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa. 

 

3. Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dapat dilakukan dengan tiga metode, 

yaitu : 

a. Net Method 

Metode ini menggunakan perhitungan dimana perusahaan menanggung semua 

beban pajak karyawan. Namun PPh 21 karyawan tidak dapat dibebankan 

secara fiskal dalam menghitung PPh Badan. 

b. Gross Method 
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Metode ini menggunakan perhitungan dengan membebankan pajaknya kepada 

karyawan sehingga penghasilan yang diterima karyawan akan berkurang 

sebesar PPh pasal 21. 

c. Gross Up Method  

Metode ini menggunakan perhitungan dimana perusahaan memberikan 

tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang 

dipotong dari karyawan. Tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan 

jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan 

perusahaan kepada karyawannya. 

Perbedaan menggunakan metode gross up dan dua metode lainnya yaitu, jika 

menggunakan metode net dan metode gross hanya akan menguntungkan salah 

satu pihak antara perusahaan atau karyawan, sedangkan dengan menggunakan 

metode gross up akan menguntungkan kedua pihak, dikarenakan tunjangan 

pajak yang diberikan ke karyawan akan dihitung sebagai beban dan bagi 

karyawan menjadi penghasilan. 

Dalam (Farida, Alfian, and Cempaka 2016) Pemberian tunjangan PPh pasal 21 

kepada karyawanmerupakan benefit-in-cash dan telah dikenakanpemotongan 

PPh pasal 21, sehingga biaya inimerupakan pengeluaran yang dapat 

dibebankansebagai biaya. Tunjangan dapat diakui sebagai biayaoleh institusi, 

dan biaya yang ditambahkan dapatmengurangi laba institusi. 

 Berikut adalah rumus perhitungan dengan metode gross up untuk perhitungan 

pajak penghasilan pasal 21 : 

 

 



   

Tabel II-2 

Lapisan Tunjangan PPh pasal 21 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tunjangan PPh 21 

1 Rp. 0,- – Rp.50.000.000,- PKP X
   

    
 

2 Rp.50.000.000,- – Rp. 

250.000.000,- 

(PKP X 15%) – 

Rp.5.000.000,- 

0,85 

3 Rp.250.000.000,- – Rp. 

500.000.000,- 

(PKP X 25%) – 

Rp.30.000.000,- 

0,75 

4 Lebih Dari Rp.500.000.000,- (PKP X 30%) – 

Rp.55.000.000,- 

0,70 

 

Contoh soal : 

Anza Harahap adalah seorang wajib pajak yang bekerja di perusahaan 

perbankan dengan keterangan K/1 dan memperoleh gaji sebesar Rp. 

5.700.000,- / bulan, dan ia harus membayar iuran pensiun sebesar Rp.45.000,- / 

bulan. Perhitungan PPh pasal 21 WP tersebut, sebagai berikut: 

Penghsilan sebulan  Rp. 5.700.000,- 

Pengurang :   



xxxv 
 

Biaya Jabatan 

5% x Rp.5.700.000 Rp.285.000,- 

 

Iuran Pensiun Rp.  45.000,-  

Total Pengurang  Rp.    330.000,- 

Penghasilan netto 

sebulan 

 
Rp.   5.370.000,- 

Penghasilan netto 

setahun 

 Rp. 68.070.000,- 

PTKP (K/1)  Rp.  63.000.000,- 

PKP setahun  Rp.     5.070.000,- 

 

PKP setahun adalah Rp.5.070.000,- maka masuk pada lapisan pertama, 

perhitungan tunjangan pajak nya seebagai berikut : 

= (PKP x 5%)  

        0,95 

=  (Rp.5.070.000 x 5%) 

                  0,95 

=  Rp. 266.842,- 

Maka tunjangan pajak sebulan adalah Rp. 22.237,- 

Perhitungan PPh pasal 21 metode gross up : 



   

Penghasilan sebulan  Rp.     5.700.000,- 

Tunjangan pajak  Rp.          22.237,- 

Penghasilan bruto  Rp.     5.722.237,- 

Pengurang :   

-biaya jabatan (5%) Rp. 286.112,-  

-Iuran pensiun Rp.   45.000,-  

Penghasilan netto 

sebulan 

 Rp.     5.391.126,- 

Penghasilan netto 

setahun 

 Rp.   68.335.733,- 

PTKP (K/1)  Rp.   63.000.000,- 

PKP setahun  Rp.    5.335.733,- 

 

 

 

PPh pasal 21 terhutang WP tersebut adalah : 

Rp. 5.335.733 x 5% = Rp. 266.787,- 

PPh pasal 21 sebulan menjadi Rp. 22.232,- 

 Jadi, dari contoh perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa tunjangan 

pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawan akan menjadi tambahan 

penghasilan, dan tunjangan yang dikeluarkan oleh perusahaan akan dihitung 
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sebagai beban operasional sehingga beban pajak perusahaan akan 

berkurang. 

 Metode Gross Up dapat dijadikan perusahaan sebagai upaya penghematan 

beban pajak perusahaan yang legal dan tidak menyalahkan aturan undang-

undang perpajakan yang berlaku. Selain itu dengan mengggunakan metode 

Gross Up pihak perusahaan dan pihak pegawai sama-sama diuntungkan, 

karena bagi perusahaan tunjangan pajak yang dberikan kepada pegawai 

dapat dihitung sebagai beban dan akan mengurangi beban pajak perusahaan, 

sedangkan bagi pegawai tunjangan pajak tersebut sebagai pendapatan 

tambahan. 

 

4. Penelitian Terdahulu 

Tabel II-3 

Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Hasil 

Devi Farah Azizah 

(2012) 

Analisis Penerapan 

Metode Gross Up 

Dalam Perhitungan 

Pajak Penghasilan 

Pasal 21 Pegawai 

Tetap Sebagai Upaya 

Perencanaan Pajak 

(Studi Pada Pt. Pg. 

Rajawali I Unit Pg. 

Krebet Baru Malang) 

 

Berdasarkan Hasil 

penelitian menunjukkan 

bahwa adanya 

perencanaan pajak 

dengan Metode Gross Up 

memberikan pengaruh 

terhadap besarnya Pajak 

Penghasilan Badan PT. 

PG. Rajawali I Unit PG. 

Krebet Baru Malang 

tahun 2012 

 

Indramaya Mamonto 

(2014) 

Analisis Perencanaan 

Pajak Penghasilan 

Pasal 21 pada PDAM 

Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan 

bahwa dengan penerapan 



   

Kota Gorontalo metode gross up akan 

memberikan 

penghematan terbaik jika 

dibanding dengan 

penerapan metode yang 

lain. 

Siti Uriva 

(2017) 

Perbandingan 

Perhitungan Antara 

Metode Pph Pasal 21 

Yang Ditanggung 

Perusahaan Dengan 

Metode Gross Up 

Pada Pt Exzone Media 

Indonesia 

Berdasarkan hasil 

penilitian menunjukkan 

dengan menggunakan 

penerapan metode Gross 

Up berdasarkan 

ketentuan UU PPh No.36 

tahun 2008, maka akan 

mengakibatkan jumlah 

tunjangan pajak yang 

diberikan oleh 

perusahaan meningkat 

dan besarnya akan sama 

dengan PPh pasal 21 

yang terutang sesudah 

Gross Up. 

Muhammad Irsyad 

Arham 

(2016) 

Analisis Perencanaan 

Pajak untuk PPh 21 

pada PT. Pegadaian 

(Persero) cabang 

Tuminting 

Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan 

bahwa perhitunganPPh 

pasal 21 digunakan 

adalah metode gross up 

melalui pemberian 

tunjangan PPh pasal 21 

sebagai penambah unsur 

penghasilan bagi 

karyawan, hal ini 

menyebabkan PPh pasal 

yang harus dibayar 

perusahaan menjadi lebih 

besar dibandingkan jika 

perusahaan 

menggunakan 

perhitungan PPh pasal 21 

dengan metode Net. 

Puput Andriyani Wenas Analisis Metode Berdasarkan hasil 
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(2014) Penghitunganndan 

Pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 

dalam Usaha 

Meminimalkan Beban 

Pajak Perusahaan 

penelitian menunjukkan 

bahwa metode 

pemotongan dan 

penghitungan pajak 

penghasilan pasal 21 atas 

gaji karyawan yang 

paling tepatnadalah 

metode gross up 

sehingga atas biaya yang 

dikeluarkan oleh 

perusahaan dapat 

dibiayakan dalam 

perhitungan Penghasilan 

Kena Pajak untuk Pajak 

Penghasilan Badan, 

sebagai akibatnya pajak 

yang akan dibayar 

menjadi lebih kecil. 

 

Berdasarkan tabel penelitian diatas, beberapa perusahaan telah 

melakukan perencanaan pajak dengan melakukan tunjangan pajak 

penghasilan pasal 21. Karena tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dirasa 

akan lebih efektif dilakukan untuk meminimalisasikan pengeluaran kas 

disuatu perusahaan. Tunjangan pajak yang diperbolehkan dalam Undang-

undang yaitu dengan menggunakan metode gross up pajak penghasilan 

pasal 21. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalahperencanaan pajak dengan memberikan tunjangan pajak penghasilan 

pasal 21 dengan metode gross up. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu pada lokasi yang menjadi 

objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada  

PT. BPR Mitradana Madani yang bergerak di bidang perbankan. 

 



   

B. Kerangka Berfikir  

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan iuran kepada negara yang dipotong 

terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan bentuk 

apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan yang 

berlaku.Sebagai upaya penghematan beban pajak maka dilakukannya 

perencanaan pajak, perencanaan pajak dapat dilakukan dengan penerapan 

metode gross up pada pajak penghasilan pasal 21. Pada metode gross up ini, 

karyawan diberikan tunjangan pajak yang akan menjadi penghasilan, 

sedangkan untuk perusahaan akan dihitung sebagai beban operasional 

perusahaan.  

Berdasarkan hasil dari uraian diatas maka pemikiran tersebut dapat 

digambarkan dengan kerangka berfikir sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 Kerangka Berpikir 

 

Perhitungan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 

Perencanaan Pajak 

Penerapan Metode Gross Up 

Penghematan Pajak 

(tax Saving) 

Penghindaran Pajak 

(Tax Avoidance) 

Beban Pajak 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Ciri- ciri penelitian 

deskriptif : 

a. Penelitian desktiptif merupakan penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk 

mendeskripsikan variabel-variabel utama subjek studi 

b. Pada penelitian deskriptif tidak dibutuhkan kelompok kontrol sebagai 

pembanding karena yang dicari adalah prevalensi penyakit atau fenomena 

tertentu. 

B. Defenisi Operasional Variabel  

 Definisi operasional merupakan salah satu usaha untuk melakukan 

pendekatan sejauh mana variabel satu faktor atau lebih yang saling berkaitan 

untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan penelitian. 

Variabel yang akan didefinisikan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pajak penghasilan pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) 

Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, 

upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam 



   

bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan 

kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. 

2. Perencanaan pajak metode gross up yaitu upaya legal yang dilakukan oleh 

wajib pajak orang pribadi untuk penghematan dengan menggunakan metode 

penggajian dengan potongan pajak yang mana perusahaan memeberikan 

tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang 

dipotong dari karyawan yang bersangkutan. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, peneliti 

melakukan penelitian di PT. BPR Mitradana Madani, dimana perusahaan ini 

bergerak dibidang perbankan yang beralamat di Jl. Kapten Muslim No. 36 A, 

Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 

20123. 

2. Waktu Penelitian 

Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Juli 2019 dan direncanakan 

sampai bulan Oktober 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

jadwal penelitian sebagai berikut  
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Tabel III-1 

Rincian Waktu Penelitian 

No Kegiatan 

Bulan / Mingguan 

Juli Agustus September Oktober 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan judul                 

2 Pra riset                 

3 Penyusunan proposal                 

4 Seminar proposal                 

5 Riset                 

6 Penulisan skripsi                 

7 Bimbingan skripsi                 

8 Sidang meja hijau                 

 

D. Sumber dan Jenis Data 

1. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber pertamanya. Data diperoleh melalui observasi yang bersifat 

langsung sehingga akurasinya lebih tinggi. Data primer diperoleh melalui 



   

hasil wawancara secara langsung dengan pihak yang bersangkutan pada 

PT. BPR Mitradana Madani Medan dan hasil observasi selama kegiatan 

survey dan analisis. 

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua. Untuk 

memperoleh data laporan keuangan perusahaan, penulis memperoleh nya 

dari internet yaitu dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

2.  Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu 

data yang berupa angka yang diperoleh langsung dari perusahaan yang 

berupa laporan keuangan dan daftar gaji pegawai. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah 

sebagai berikut : 

1. Teknik Wawancara, yaitu melakukan diskusi dan tanya jawab dengan pihak 

yang bersangkutan pada pihak PT. BPR Mitradana Madani Medan. 

2. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan pengumpulan data berupa laporan 

keuangan dan daftar gaji pegawai PT. BPR Mitradana Madani Medan. 

3. Teknik observasi, yaitu dengan mengamati dan mencatat suatu objek 

dengan sistematika fenomena yang diselidiki di PT. BPR Mitradana Madani 

Medan. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif. Metode deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk 
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menalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum.Adapun langkah – langkah dalam menganalisis data 

menggunakan teknik deskriptif, adalah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data perusahaan meliputi profil perusahaan dan laporan 

keuangan perusahaan.  

2. Melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan mengenai masalah 

pajak perusahaan. 

3. Mengumpulkan data pendukung seperti laporan keuangan dan daftar gaji 

pegawai PT. BPR Mitradana Madani Medan.  

4. Menghitung dan menganalisis beban pajak penghasilan pasal 21 dengan 

metode gross up. 

5. Membuat kesimpulan dari hasil analisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Penerapan Metode Gross Up dalam Perhitungan PPh Pasal 21 pada 

PT.BPR Mitradana Madani Medan 

PT. BPR Mitradana Madani Medan yang dahulu bernama PT. BPR 

Swadharma Sunggal Bestari merupakan sebuah Bank Perkreditan Rakyat yang 

resmi beroperasi di kota Medan sejak tahun 1997 yang merupakan anak 

perusahaan PT BNI 46 dan Koperasi Karyawan PT BNI 46 atau Koperasi 

Swadharma dengan membuka kantor operasionalnya di Jl. Medan Binjai Km 9, 

Kelurahan Kp. Lalang Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 

Kemudian pada awal tahun 2006 karena perubahan visi dan misi di PT. BNI 46 

maka kepemilikan saham di PT. BPR Mitradana Madani dijual kepada seorang 

pengusaha nasional yang sekaligus mengambil alih dominasi kepemilikan saham 

PT. BNI 46 di 31 tiga puluh satu PT. BPR lainnya yang beroperasi di Riau, 

Sumatera Barat dan Pulau Jawa, setelah pengambilalihan tersebut maka 

kepemilikan saham di PT. BPR Mitradana Madani Medan hingga saat ini 

didominasi oleh saham milik seorang pengusaha nasional dan saham milik 

koperasi karyawan PT. BNI 46 Koperasi Swadarma. Pertengahan tahun 2006 

kantor operasional PT. BPR Mitradana Madani Medan direlokasi ke Jl. Kapten 

Muslim Medan No. 36 A dan pada saat yang bersamaan melakukan merger usaha 

dengan PT. BPR Swadharma Pancur Batu di mana kantor operasional PT. BPR 
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Pancur Batu yang beralamat di Jl. Williem Iskandar No. 120-121 Medan 

difungsikan sebagai Kantor Cabang Utama PT. BPR Mitradana Madani Medan.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara bahwa PT. BPR 

Mitradana Madani Medan dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 21 

menggunakan Metode Nett dimana beban pajak penghasilan pasal 21 ditanggung 

oleh perusahaan. Dikarenakan manajemen perencanaan pajak yang kurang tepat 

sehingga mengakibatkan tidak efisiennya beban pajak perusahaan. 

Perencanaan pajak dengan penerapan Metode Gross Up dalam perhitungan 

PPh pasal 21 dapat dilakukan perusahaan sebagai upaya penghematan beban pajak 

perusahaan. Dengan menggunakan Metode Gross Up perusahaan memberikan 

tunjangan pajak sebesar PPh pasal 21 yang terhutang, dimana tunjangan yang 

diberikan tersebut dapat dihitung sebagai beban sehingga akan mengurangi laba 

sebelum pajak dan akan berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan. 

Berikut daftar gaji dan pajak penghasilan karyawan PT. BPR Mitradana 

Madani Medan menggunakan Metode Nett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Tabel IV.1 

Rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21 Metode Net 

PT. BPR Mitradana Madani Medan 

Nama 
Status 

WP 

Penghasilan Bruto 

(setahun) 

Penghasilan netto 

(setahun) 
PKP PPh 21 setahun 

A K/0 Rp.  94.800.000,- Rp.  90.060.000,- Rp.31.560..000,- Rp.1.578.000,- 

B TK/0 Rp.  82.200.000,- Rp.  78.090.000,- Rp.24.090.000,- Rp.1.204.500,- 

C K/2 Rp.175.160.160,- Rp.165.752.160,- Rp.98.252.160,- Rp.9.737.824,- 

D TK/0 Rp.141.378.720,- Rp.132.642.720,- Rp.78.642.720,- Rp.6.796.408,- 

E TK/0 Rp.  70.533.138,- Rp.  65.657.081,- Rp.11.657.081,- Rp.   582.854,- 

F K/1 Rp.  70.250.880,- Rp.  65.394.336,- Rp.  2.394.338,- Rp.119.717,- 

G K/1 Rp.  63.508.050,- Rp.  59.117.648,- Rp.     0,- Rp.     0,- 

H TK/0 Rp.  49.991.028,- Rp.  46.535.070,- Rp.     0,- Rp.     0,- 

I TK/0 Rp.  52.217.730,- Rp.  48.607.884,- Rp.     0,- Rp.     0,- 

J TK/0 Rp.  43.279.560,- Rp.  40.287.582,- Rp.     0,- Rp.     0,- 

Total  Rp.843.319.266,- Rp.792.144.481,- Rp. 246.596.297,- Rp.20.019.303,- 

Sumber data : PT. BPR Mitradana Madani Medan 

Dari hasil rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 diatas penghasilan bruto 

setahun karyawan PT. BPR Mitradana Madani Medan sebesar Rp. 843.319.266,-, 

sedangkan  PPh  pasal 21 terhutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan 

pertahunnya adalah sebesar Rp. 20.019.303,-. 

Berikut perhitungan pajak penghasilan menggunakan Metode Gross Up 

pada salah satu karyawan PT. BPR Mitradana Madani Medan. 

Tahap -1 : Nama Karyawan A (K/0) 

Penghsilan Sebulan  Rp. 7.700.000,- 
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Tunjangan Komunikasi  Rp.    200.000,- 

Penghasilan Bruto 

Setahun 

 Rp. 94.800.000,- 

Pengurang :   

Biaya Jabatan 

5% x Rp.7.700.000 Rp.4.740.000,- 

 

Total Pengurang  Rp.    4.740.000,- 

Penghasilan netto 

setahun 

 Rp. 90.060.000,- 

PTKP (K/0)  Rp.   58.500.000,- 

PKP setahun  Rp.   31.560.000,- 

 

PKP setahun adalah Rp.31.560.000,- maka masuk pada lapisan pertama 

tunjangan PPh pasal 21, jadi rumus nya sebagai berikut: 

PKP x 

  

    
 

= 31.560.000 x 
  

    
 

= Rp.1.661.053,- / tahun 

  = Rp. 138.421,- / bulan 

Jadi, tunjangan pajak yang diterima karyawan sebesar 

 Rp. 138.421,- / bulan. 

 

Tahap -2 



   

Perhitungan PPh pasal 21 dengan tunjangan pajak : 

Penghasilan sebulan 

Tunjangan Komunikasi 

 Rp.    7.700.000,- 

Rp.       200.000,- 

Tunjangan pajak  Rp.       138.421,- 

Penghasilan bruto 

sebulan 

 Rp.     8.031.500,- 

Pengurang :   

-biaya jabatan (5%) Rp. 401.575 ,-  

Penghasilan netto 

sebulan 

 Rp.     7.629.925,- 

Penghasilan netto 

setahun 

 Rp.   91.637.989,- 

PTKP (K/0)  Rp.   58.500.000,- 

PKP setahun  Rp.    33.137.989,- 

 

 

PPh pasal 21 terhutang WP tersebut adalah : 

Rp. 33.137.898 x 5% = Rp. 1.6.56.889,- / tahun 

   = Rp.   138.075,- / bulan 

Berikut tabel rekapitulasi gaji karywan setelah menggunakan Metode Gross Up: 
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Tabel IV.2 

Rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21 Metode Gross Up 

PT. BPR Mitradana Madani Medan 

 

Nama 
Status 

WP 

Penghasilan 

Bruto + 

(tunjangan pajak) 

Tunjangan PPh 

pasal 21 
PKP 

Setahun 
PPh Pasal 21 

A K/0 Rp. 96.461.052,- Rp.   1.661.057,- Rp. 33.137.998,- Rp. 1.656.899,- 

B TK/0 Rp. 83.466.804,- Rp.   1.267.894,- Rp. 25.293.468,- Rp. 1.264.673,- 

C K/2 Rp. 186.616.416,- Rp. 11.456.263,- Rp. 109.708.416,- Rp.11.456.262,- 

D TK/0 Rp. 149.374.488,- Rp.   7.995.774,- Rp. 86.638.488,- Rp. 7.995.773,- 

E TK/0 Rp. 71.146.668,- Rp.     613.531,- Rp. 12.239.934,- Rp.    611.997,- 

F K/1 Rp. 70.395.840,- Rp.     144.965,- Rp.   2.892.048,- Rp.    144.604,- 

G K/1 Rp. 63.508.050,- Rp.      0   ,- Rp.     0,- Rp.     0,- 

H TK/0 Rp. 49.991.028,- Rp.      0   ,- Rp.     0,- Rp.     0,- 

I TK/0 Rp. 52.217.730,- Rp.      0   ,- Rp.     0,- Rp.     0,- 

J TK/0 Rp. 43.279.560,- Rp.      0   ,- Rp.     0,- Rp.     0,- 

Total  Rp. 866.457.636,- Rp. 23.139.484,- Rp. 268.150.021,- Rp. 23.130.198,- 

 

Berdasarkan hasil tabel rekapitulasi perhitungan PPh pasal 21 setelah 

menggunakan Metode Gross Up diatas menunjukkan Pengasilan bruto adalah 

hasil dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan dan tunjangan pajak. Tunjangan 

pajak yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan adalah sebesar 

Rp. 23.139.484,-. Sehingga beban pajak penghasilan pasal 21 meningkat yaitu 

menjadi Rp. 23.130.198 akibat tunjangan pajak yang diberikan perusahaan. 

 



   

2. Perbandingan Beban Pajak Perusahaan Sebelum dan Sesudah Penerapan 

Metode Gross Up pada Perhitungan PPh Pasal 21 pada 

PT. BPR Mitradana Madani Medan.  

Berdasarkan dari hasil dokumentasi data yang diperoleh berupa laporan 

keuangan dan rekap gaji karyawan serta perhitungan pajak penghasilan pasal 21 

yang menggunakan metode Nett dimana beban pajak penghasilan pasal 21 

ditanggung oleh perusahaan, sehingga beban pajak perusahaan yang ditanggung 

tidak efisien dan terjadi pemborosan beban pajak perusahaan akibat manajemen 

perencanaan pajak yang kurang tepat. 

Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan penulis dapat diamati 

bahwa PT. BPR Mitradana Madani medan telah melakukan perencanaan pajak 

dalam penyusunan laporan laba rugi fiskal akan tetapi perencanaan pajak yang 

telah diterapkan oleh PT. BPR Mitradana Madani Medan belum optimal. Hal ini 

tampak dari beban-beban yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai pengurang 

penghasilan bruto. 

berikut ini akan disajikan tabel perbandingan pajak penghasilan pasal 21 

menggunakan Metode Nett  dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 

menurut perpajakan yang berlaku menggunakan Metode Gross Up : 
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Tabel IV.3 

Perbandingan pajak penghasilan pasal 21  menggunakan Metode Nett 

dengan Metode Gross Up pada karyawan PT. BPR Mitradana Madani 

Medan 

 

Nama 
PPh pasal 21 

Metode Nett 

PPh pasal 21 

Metode Gross Up 

A 
Rp.1.578.000,- Rp. 1.656.899,- 

B 
Rp.1.204.500,- Rp. 1.264.673,- 

C 
Rp.9.737.824,- Rp.11.456.262,- 

D 
Rp.6.796.408,- Rp. 7.995.773,- 

E 
Rp.   582.854,- Rp.    611.997,- 

F 
Rp.119.717,- Rp.    144.604,- 

G 
Rp.     0,- Rp.     0,- 

H 
Rp.     0,- Rp.     0,- 

I 
Rp.     0,- Rp.     0,- 

J 
Rp.     0,- Rp.     0,- 

Total 
Rp.20.019.303,- Rp. 23.130.198,- 

Sumber data olahan: PT. BPR Mitradana Madani Medan 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa beban pajak penghasilan 

pasal 21 setelah menggunakan Metode Gross Up lebih besar dikarenakan ada 

tambahan penghasilan dari tunjangan pajak yang diberikan perusahaan. 



   

Berikut perbandingan laporan laba rugi perusahaan sebelum dan sesudah 

menggunakan Metode Gross Up : 

Tabel IV.4 

Perbandingan Laporan Laba Rugi Tahun 2018 Sebelum dan Sesudah 

Menerapkan Metode Gross Up 

PT. BPR Mitradana Madani Medan 

Keterangan Sebelum Penerapan 

Metode Gross Up 

Sesudah Penerapan 

Metode Gross Up 

Pendapatan Bunga 

Bersih 
Rp.2.677.831.000,- Rp.2.677.831.000,- 

Pendapatan Operasional Rp.273.092.000,- Rp.273.092.000,- 

Pendapatan Non 

Operasional 
Rp.64.276.000,- Rp.64.276.000,- 

Beban Operasional (Rp.1.952.194.000,-) (Rp.1.952.194.000,-) 

Tunjangan PPh 21 - (Rp. 23.130.198,-) 

Laba Sebelum Pajak Rp.1.063.005.000,- Rp.1.039.874.802,- 

PPh terhutang Rp.10.630.050,- Rp.10.398.748,- 

Sumber data olahan : PT. BPR Mitradana Madani Medan 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat perbedaan beban pajak sebelum 

penerapan metode Gross Up pada perhitungan PPh pasal 21 yaitu sebesar 

Rp.10.630.050,-, sedangkan beban pajak setelah penerapan metode Gross Up 

pada perhitungan PPh pasal 21 sebesar Rp.10.398.743,-. Jadi selisih beban pajak 

perusahaan sebelum dan sesudah penerapan Metode Gross Up pada perhitungan 

pajak penghasilan pasal 21 adalah sebesar Rp. 231.302,-. 
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B. Pembahasan  

1. Penerapan Metode Gross Up dalam Perhitungan PPh Pasal 21 pada 

PT.BPR Mitradana Madani Medan 

Perencanaan pajak dengan penerapan Metode Gross Up dalam perhitungan 

PPh pasal 21 dapat dilakukan perusahaan sebagai upaya penghematan beban pajak 

perusahaan. Dengan menggunakan Metode Gross Up perusahaan memberikan 

tunjangan pajak sebesar PPh pasal 21 yang terhutang, dimana tunjangan yang 

diberikan tersebut dapat dihitung sebagai beban sehingga akan mengurangi laba 

sebelum pajak dan akan berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan. 

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel IV.1 sebelum penerapan metode Gross 

Up PPh pasal 21 terutang sebesar Rp.20.019.303,- yang seluruhnya akan 

ditanggung oleh perusahaan dalam bentuk beban PPh pasal 21. untuk mengatasi 

hal tersebut maka beban PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut harus 

diubah namanya menjadi tunjangan PPh pasal 21 dengan cara menggunakan 

penerapan metode Gross Up. 

Hasil perhitungan secara keseluruhan dengan menggunakan penerapan 

metode Gross Up. Berdasarkan hasil perhitungan sesudah menggunakan metode 

Gross Up secara keseluruhan PPh pasal 21 terutang akan mengalami kenaikan 

dari Rp 20.019.303,- (sebelum Gross Up) menjadi Rp.23.130.198,- (sesudah 

Gross Up). Hal ini dikarenakan adanya penambahan tunjangan pajak pada 

penghasilan pegawai sehingga akan menaikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan 

kenaikan PPh 21 karyawan. 

2. Perbandingan Beban Pajak Perusahaan Sebelum Dan Sesudah 

Menggunakan Metode Gross Up pada Perhitungan PPh Pasal 21 



   

Penerapan Metode Gross Up menimbulkan perlakuan fiskal atas beban yang 

timbul akibat tunjangan pajak yang diberikan perusahaan yang dapat dihitung 

sebagai beban sehingga menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan 

sehingga dapat menghemat beban pajak perusahaan.  

Berdasarkan tabel IV.3 Hasil perbandingan jumlah PPh pasal 21 menurut 

perhitungan tanpa menggunakan metode gross up lebih kecil dibandingkan 

dengan menurut peraturan perpajakan yang berlaku setelah menggunakan metode 

gross up. Karena adanya tambahan penghasilan bagi karyawan berupa tunjangan 

pajak yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar lebih besar, namun PPh pasal 

21 dengan menggunakan metode gross up bisa jadi pengurang dalam menentukan 

penghasilan kena pajak perusahaan. 

Berdasarkan tabel IV.4 dapat dilihat bahwa beban pajak perusahaan 

sebelum dan penerapan Metode Gross Up yaitu sebesar Rp. 10.630.050,- dan 

beban pajak perusahaan setelah penerapan Metode Gross Up  yaitu sebesar Rp. 

Rp.10.398.743,-, jadi selisih beban pajak sebelum dan setelah penerapan Metode 

Gross Up yaitu sebesar (Rp.10.630.050 – Rp.10.398.743) = Rp. 231.302,-.  

Dampak diterapkannya Metode Gross Up maka akun beban PPh Pasal 21 

pada perhitungan L/R perusahaan dihapus dan digantikan akun Tunjangan PPh 

Pasal 21. Hal itu berakibat pada PPh badan, dimana PPh badan akan mengalami 

penurunan. Dengan adanya penurunan PPh badan berarti terjadi penghematan PPh 

badan sehingga penerapan metode Gross Up ini dapat dijadikan sebagai alternatif 

efisiensi pajak pada PT. BPR Mitradana Madani Medan.   

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak dengan Metode 

Gross Up memberikan nilai yang positif yaitu memberikan keuntungan bagi 
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karyawan dan perusahaan. Bagi karyawan penerapan Metode Gross Up 

memberikan keuntungan dimana take home pay lebih besar. Sedangkan bagi 

perusahaan dari segi komersil dengan menerapkan Metode Gross Up pada 

perhitungan PPh pasal 21 akan terlihat memberatkan perusahaan karena harus 

mmeberikan tunjangan pajak kepada karyawan, namun kalau dilihat secara fiskal 

akan sangat menguntungkan dimana tunjangan pajak yang diberikan dapat 

dihitung sebagai beban sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak dan akan 

berdampak pada penghematan beban pajak perusahaan. 

Penerapan metode gross up antara badan dan orang pribadi ada perbedaan 

pengenaan besarnya tarif pajak penghasilan dan perbedaan lapisan kena pajak. Hal 

ini memberi pemberi kerja lebih mempertimbangkan memilih memberikan 

tunjangan PPh pasal 21 kepada pegawai daripada menanggung PPh pasal 21 yang 

dibayarkan oleh pemberi kerja dan rumus perhitungan yang selalu konsikuen 

mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku menyebabkan pemberi kerja dapat 

menetapkan pajak penghasilan yang lebih efisien sesuai dengan ketentuan 

peraturan perpajakan yang berlaku. 

Keuntungan bagi karyawan dan perusahaan dalam menerapkan metode 

gross up dalam menentukan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 keuntungan 

penerapan metode gross up. Keunggulan penerapan metode gross up yaitu 

meminimalisasikan beban pajak:  

a. Bagi perusahaan melalui kebijakan manajemen untuk menanggung beban 

pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang bagi pegawai tetapnya. 

Mengakibatkan beban gaji pegawai menjadi lebih besar sehingga 

penghasilan kena pajak perusahaan akan menjadi lebih kecil bila 



   

dibandingkan dengan tidak menggunakan metode gross up. Dengan 

penghasilan kena pajak lebih kecil maka penghasilan kena pajak perusahaan 

akan dikenakan lapisan dengan tarif yang lebih rendah.  

b. Bagi pegawai yaitu ditangungnya beban pajak penghasilan pasal 21 oleh 

pemberian kerja maka karyawan dapat merasakan bahwa penghasilan yang 

karyawan terima tidak harus dipotong pajak lagi 

 Hasil penelitian ini sama halnya dengan penelitian terdahulu sebagaimana 

yanng diteliti oleh Puput Andriyani wenas (2014), dengan judul penelitian 

“Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Usaha Meminimalkan 

Beban Pajak Perusahaan” yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa metode 

pemotongan menggunakan Metode Gross Up adalah yang paling tepat, dimana 

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dihitung sebagai beban, sebagai 

akaibatnya beban pajak perusahaan yang akan dibayar menjadi lebih kecil. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis masalah sebagaimana sudah dijabarkan di bab IV, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan Metode Gross Up  dalam perhitungan PPh pasal 21 ternyata 

mengakibatkan adanya tunjangan pajak yang dihitung sebagai beban 

yang dapat menjadi faktor pengurang laba ssebelum pajak, sehingga 

berdampak pada beban pajak perusahaan. 

2. Setelah penerapan Metode Gross Up pada perhitungan PPh pasal 21 

terjadi penghematan beban pajak perusahaan, sehingga beban pajak 

penghasilan perusahaan lebih efisien. 

B. SARAN 

Dengan penerapan Metode Gross Up secara tepat pada perusahaan dapat 

menghemat kas keluar untuk beban pajak perusahaan dan penerapan metode ini 

juga merupakan salah satu bahan pertimbangan perusahaan dalam upaya 

mengefisienkan pajak perusahaan. Oleh karena itu sebaiknya:  

1. PT. BPR Mitradana Madani Medan lebih mengkaji secara umum 

tentang Ketentuan Undang-Undang Perpajakan untuk mengetahui 

perencanaan pajak yang lebih efisien dan akan menguntungkan untuk 

perusahaan. 

2. PT. BPR Mitradana Madani Medan menerapkan Metode Gross Up  pada 

perhitungan PPh pasal 21, karena dengan menggunakan metode ini 



   

beban pajak dapat lebih efisien dan dapat meminimalkan beban pajak 

perusahaan tanpa menyalahkan undang-undang yang berlaku. 

3. PT. BPR Mitradana Madani Medan harus terus mengikuti 

perkembangan peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia yang 

selalu mengalami perubahan, agar perusahaan bisa menyesuaikan 

dengan perkembangan yang ada di dunia Perpajakan. 
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